SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Sebagai rincian lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2023
Tentang Pedoman Peyusunan APBD 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022
Nomor 6);

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

dari:

1.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri
Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah :Rp 41.855.139.061,46

2.

b. Pendapatan Transfer :Rp 677.156.320.533,00
c. Lain-lain Pendapatan : Rp 6.619.051.977,00
Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan : Rp 725.630.511.571,46

Belanja

a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai : Rp 292.720.963.945,58
2) Belanja :Rp 218.307.812.050,00

Barang dan Jasa

3) Belanja Bunga :Rp 0,00
4) Belanja Hibah :Rp 12.561.807.284,00
5) Belanja :Rp 0,00

Bantuan Sosial
Jumlah :Rp 523.590.583.279,58
b. Belanja Modal

1) Belanja Modal :Rp 8.367.819.022,00
Peralatan dan Mesin
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2) Belanja Modal :Rp 20.267.841.410,00
Gedung & Bangunan
3) Belanja Modal :Rp 40.318.000.872,00

Jalan, Jaringan
dan Irigasi

4) Belanja Modal :Rp 0,00
Aset Tetap lainnya

5) Belanja Modal

Aset Lainnya : Rp 69.880.000,00
Jumlah :Rp 69.023.541.304,00

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja :Rp 198.491.000,00
Jumlah :Rp 198.491.000,00

d. Belanja Transfer
1) Belanja : Rp 132.375.835.300,00
Bantuan Keuangan

Jumlah : Rp 132.375.835.300,00
Jumlah Belanja :Rp 725.188.450.883,58
Surplus/ (defisit) :Rp 442.060.687,88
e. Pembiayaan
1) Penerimaan :Rp 25.037.990.869,36
Pembiayaan
2) Pengeluaran :Rp 2.000.000.000,00
Pembiayaan
Jumlah :Rp 23.037.990.869,36

Pembiayaan Netto

3. Sisa Lebih Pembayaran :Rp 23.480.051.557,24
Anggaran Tahun
Berkenaan

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimasksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 5 September 2024

BUPATI KEPAHIANG,
Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 124

Salinan-Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala-Bagian Hukum

Setdakab.. Kepahiang,/

IRWAN SAYUTI. SH., MH.

NIR: 197310252008041001
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